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SALINAN

PERATURAN DESA CIPEDES
KECAMATAN PASEH

Nomor : 06 Tahun 2018
TENTANG

RUKUN TETANGGA ( RT ) DAN RUKUN WARGA (RW)

DI DESA CIPEDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPEDES

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu jenis lembaga
kemasyarakatan;

bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan
Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bandung dipandang perlu untuk dilakukan
pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Warga sebagai salah
satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau
pemilihan secara lebih baik, tertib dan teratur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Desa Cipedes tentang Rukun Warga (RW) di
Desa Cipedes.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 7 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya diserahkan kepada
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang
Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 13);

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 1307 Nomor 12);

8.  Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 60 Seri D);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga (
RT ) dan Rukun Warga ( RW ) di Kabupaten Bandung;

10. Keputusan Camat Paseh Nomor141.1/KEP.44/KEC/2007 tentang Pengesahan
Hasil Pemilihan Kepala Desa Cipedes Kecamatan Paseh Periode 2007 — 2013

11.  Keputusan Camat Paseh Nomor 06 / 2006 tentang Pengesahan Badan
Permusyawaratan Desa Cipedes Kecamatan Paseh Periode 2006 — 20011;

12.  Peraturan Desa Cipedes Nomor 01 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cipedes;

13.  Peraturan Desa Cipedes Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipedes;

14. Peraturan Desa Cipedes Nomor 03 Tahun 2008 tentang Sumber dan
Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Cipedes;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEDES
dan
KEPALA DESA CIPEDES

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA CIPEDES TENTANG RUKUN TETANGGA ( RW ) DAN RUKUN
WARGA (RW )

BAB |
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
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Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Bandung.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawarahan Desa dan dalam pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pmerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretaris Desa (Kaur
Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal
5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Lembaga kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan
masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Rukun Warga,untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari Wilayah Kerja Kepala Desa dan Merupakan
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT ( dan atau Pemilihan ) diwilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Kepala Desa;

Rukun Tetangga,untuk selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa.

Anggota Rukun Waraga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun
Tetangga

Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh
kepala keluarga.

BABII
KEDUDUKAN,MAKSUD DAN TUJUAN

RT dan RW adalah organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa diakui serta menjadi mitra kerja

pemerintah Desa.

2. RT dan Rw dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

1.

a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
b. Meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

c. Menghimpun seluruh Potensi Swadaya Masyarakat

BABIII
TUGAS DAN FUNGSI
RT Mempunyai tugas :

a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
Desa

b. Memelihara kerukunan hidup warga;

c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya

masyarakat;

2, RW mempunyai tugas ;



Menggerakan swadaya dan partisipasi masyakat ;
Membantu kelancaran tugas pokok LPM dan Desa dalam bidang Pembangunan;
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Membantu Warga Miskin di Bidang Kesehatan
Menjaga Keamanan Ketertiban di Lingkungan Wilayah RT/RW

Memiliki susunan Kepengurusan /Organisasi
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Membukukan Kegiatan dilingkungan Rw

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. Ketua RT dan RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukun-tetanggaan;

2. Apabila Ketua RT dan RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh sekretaris atau
pengurus lainnya.

3. Pengurus RT dan RW berkewajiban mendata penduduk diwilayahnya;

4. Mengetahui batas wilayah Masing masing

BABV
KEANGGOTAAN

1. Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang secara sah
terdaftar sebagai penduduk dengan ketentuan yang berlaku;
2. Warga RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/RW;

BAB VI
SUSUNAN PENGURUS RT/RW

1. Pengurus RT /RW terdiri dari seorang Ketua,seorang sekretaris dan seorang bendahara;

2. Pengurus RT/RW dilengkapi dengan pembantu-pembantunya ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah

BAB VI
PERSYARATAN CALON KETUA RT/RW

1, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa

2, Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

3, Berkelakuan baik,jujur dan adil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

4, Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah.

5, Terdaftar sebagai warga RT/RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut dan terdaftar
dalam buku Induk Penduduk.

6, Sehat Jasmani dan Rohani ( dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Terdekat )

7, Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama ( SLTP ) atau sederajat yang dibuktikan dengan
ljazah yang dilegalisir oleh Dinas yang terkait.

8. Atau Berpengalaman di bidang Kemasyarakatan dan Pemeritahan
a. Apabila dalam 10 hari dibuka pendaptaran tidak ada pendaptar yang memenuhi persaratan SLTP

Maka waktu di tambah 3 hari dan apa bila waktu tiga hari trsebut masih tidak ada pendaptar calon



maka di musyawarahkan dan hasil dari keputusan musyawarah menjadi persaratan tersebut diatas.

9. Menyerahkan VISI dan Misi Kepemimpinan Menjadi Ketua RT/RW

1.
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BAB VIl
PANITIA PEMILIHAN

Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Ketua RT/RW harus dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan
Keputuisan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Ketua RT /RW dibentuk berdasarkan musyawarah warga setempat.

Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT/RW terdiri dari

a. Ketua.

b.  Sekretaris

c.  Anggota paling banyak 7 orang atau ganjil.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT DAN RW

Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW yang terbentuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW
dengan asas musyawarah dan mufakat.

Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dianggap sah berdasarkan kesepakatan
musyawarah dan mufakat.

Apabila ketentuan sebagaimna dimaksud dalam pasal ini tidak tercapai maka dilakukan pemungutan
suara yang ditentukan suara terbanyak.

Pemilihan Ketua Rt/Rw di laksanakan serentak sepuluh RW ( 02,04,05,06,08,11,12,13.14.dan 15 ) yang
habis masa jabatan januari/pebruari 2019

Calon Ketua RW Wajib Menyertakan Calon RT Masing masing Wilayah

Pengisian Pormulir Pencalonan RW Beresta RT Masing Masing

Satu Calon RT Bisa Di Calonkan Lebih Dari Satu Calon RW

Sebelum dilaksanakan Pengesahan Ketua RT/RW oleh Kepala Desa Segala Inpentaris Milik Ketua Rt/
Rw harap di Kembalikan Ke Penitia Pemilihan...

Ketua RT dan Ketua RW diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Oprasional dan segala keperluan pemilihan secara Swadaya Masyarakat / Peserta Pemilihan.

Apa Bila hinga Waktu Yang Ditentukan Penita Tidak Terbentuk Ketua RW/RT di Wilayah Tersebut Maka
Kepala Desa Mengankat Ketua RT/RW Devinitip.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGATIAN KETUA RT DAN KETUA RW

Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya karena :

1.

Meninggal Dunia.



Mengundurkan diri;
Pindah tempat tinggal atau menjadi penduduk RW lain;
Tidak Menjalankan Visi Misi Yang Menjadi Tangungjawab Kepemimpinan Ketua RT/RW
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Berdasarkan Musyawarah Masyarakat yang menhendaki pergantian ketua RT/RW. Sedikitnya 60% yang
hadir di musyawarah Tesebut.

6. Mencalonkan diri Menjadi Ketua Kelembagaan / Kepala Desa dan Legislatip Lainnya.

7. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan atau norma-norma

kehidupan masyarakat;

BAB XI
MASA BHAKTI

1. Masa Bhakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan
2. Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir maka jabatan ketua dijabat
sementara sampai diadakan pemilihan.

BAB XIi
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur

lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Cipedes
Pada tanggal 12 april 2018
Kepala Desa Cipedes

ttd

UJANG SULAEMAN SH

Di
Undangkan di Desa Cipedes
Pada Tangal 12 April 2018
Sekrtaris Desa Cipedes
ttd

AGUS DEVI
Lembaran Desa Cipedes Tahun
2018 No 06



